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Kepada:

Yth. Plt. Gubernur Maluku Utara

di

Tempat,-

Demi menjamin tertib penyelenggaraan pemilihan serentak kepala
daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024, maka dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Walikota menyebutkan “Gubernur atau Wakil Gubernur,
Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang
melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan
kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;

2. Selanjutnya dalam Pasal 71 Ayat (3) menyebutkan “ Gubernur atau
Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil
Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan
kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam
waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon
sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

3. Ketentuan sebagaimana poin (1) dan (2) diatas berlaku juga untuk
Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/ Walikota;

4. Bahwa berdasarkan lampiran tahapan dan jadwal pemilihan tahun
2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun
2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
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Walikota tahun 2024 menyebutkan bahwa penetapan pasangan

calon berlangsung pada tanggal 22 September 2024;

5. Berkenan dengan ketentuan diatas, maka Bawaslu Provinsi Maluku
Utara menyampaikan imbauan kepada Gubernur atau Wakil
Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk tidak melakukan penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon
sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri, termasuk didalamnya tidak menggunakan
kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri
maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan pasangan calon atau tepatnya semenjak tanggal 22
Maret 2024,

6. Terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
yaitu :

a. “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (2)
dan Ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan
sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”
(Pasal 71 ayat 5);

b. “Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal
162 ayat (3), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau
paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.
600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.
6.000.000,00 (enam juta rupiah)” (Pasal 190).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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